
BUPATI MAGrrAN

PERATURAN BUPATI MAGrrAN

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PEN」ABARAN PER「ANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketenhran Pasal 9 Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan

Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL3 sebagai rincian lebih

lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 19so tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa



2.

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O1;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pqjak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 62,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

356e);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a\

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

20O7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 48,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor L7L,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

53ao);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 137, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS

Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor

25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46t41;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29721;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Datam

Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah serta Tata Cara Pengembalian 'I\rnjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OO9

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan laporan
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Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2O12

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahut 2OI2 Nomor 5O8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO4

Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6

Talrun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor

6);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Ralryat

Syariah Magetan (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2OO8 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol l
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O11 Nomor

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah

33.

6

34.



Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor I Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2O12 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Usaha (Irembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor I Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2013 Nomor l) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor lO Tahun
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Ol3 (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2Ol3 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2O14

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol4
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG    PENJABARAN

PELAKSANAAN   ANGGARAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN

87.859.707.871,42

867.309.906.662,00

37.

39.

PERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

2013.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan
町

町
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c. LainJain pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

Belanja

a. Belanja tidak langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Sosial

5) Belanja Bantuan Keuangan

6) Belanja tidak terduga

b. Belanja langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus

Pembiayaan:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa kbih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan

Rp. 270.214.605.7 64.0O

Rp. 1.225.384 .220.297,42

Rp. 752.3*.689.944,@

Rp.

Rp. 30.818.970.889,00

Rp. 5.354.935.000,00

Rp. 53.027.983.222,@

Rp. 0.OO

Rp. 841.556.579.055,00

Rp. 26.531.077.022,6

Rp. 189.500.941.896,85

Rp. 131.065.762.797.00

R.p. 347.o97.781.715.91

Rp. 1. 188.654.360.77 0,9 |
Rp %.729.859.526,51

Rp. 115.256.783.272,il

Rp. 15.316.O0O.OOO.OO

Ro. 99.940.783.272.64

3.

o,00

Rp. 136.670.642.799,15

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam la.mpiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.
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Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasa1 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalalln Pasa1 2 dan Pasa1 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupa色

lnl.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita. Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tangga1 20 Agustus 2014

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 20 Agusrrts 2 014

Plt.SEKRETARIS

ANTRI

BERITA MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 40


